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ABSTRACT

In addition to national development needs be, is the increased development in the village, because the countryside which includes the biggest part of the national territory as well as the food and agricultural region covers the largest part of the community. Therefore rural development needs to be improved, especially through the development of human resource capacity in rural areas so that self and creativity can grow.


Recognition of the village government to organize itself as a household in the village autonomy embodiment set forth in Law No. 32 Year 2004 on Regional Government and its implementation rules for the creation of a system of government that is simple, authoritative and able to mobilize the community in the development and administration of village government effective and efficient. Decentralization of understanding itself is autonomous authority to regulate and manage the interests of the public in accordance with the regulations per the invitations, in the field of rural development and rural governments be encouraged through increased coordination and improvement of sectoral development, human resource development, resource utilization nature and growth climate that encourages growth and self-sufficient community initiatives.


By strengthening the position of the village government, the village is able to mobilize the community to participate in the development and village governments are able to organize efficient and effective manner, in accordance with the demands of today's construction. To support this wisdom is always manifested in rural development .


Thus, the leadership was instrumental sub-district head, which is to provide guidance and direction to the village government officials in various matters relating to the organization of government, and rural development. Camat as the area district accountable to the Regent/Mayor is to coordinate, synchronize and all government agencies that exist within the region so that the entire apparatus can work optimally in accordance with its function, but it also required the division of labor and tasks are clearly from superiors to subordinates, so that in the administration of the village government can run efficient and effective.
BAB I PENDAHULUAN
A. Alasan Pemilihan Judul
Pengakuan terhadap pemerintah desa untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri sebagai perwujudan dalam otonomi desa yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan aturan pelaksanaannya agar terciptanya suatu sistem pemerintahan yang sederhana, berwibawa dan mampu menggerakkan masyarakat dalam pembangunan serta penyelenggaraan administrasi pemerintah desa yang efektif dan efisien. Tentang pengertian Otonomi daerah itu sendiri adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan per undangan-undangan, dalam bidang pembangunan pemerintah desa dan masyarakat pedesaan terus didorong melalui peningkatan koordinasi dan peningkatan pembangunan sektoral, pembangunan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam dan penumbuhan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swasembada masyarakat.
Dengan memperkuat kedudukan pemerintah desa, desa mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan mampu menyelenggarakan pemerintah desa yang berdaya guna dan berhasil guna, sesuai dengan tuntutan pembangunan sekarang ini. Untuk mendukung hal tersebut maka kebijaksanaan dalam pembangunan desa senantiasa diwujudkan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Drs. R.Bintoro  sebagai berikut :
“Bahwa pembangunan desa sebagai pembangunan intergrasi dari pembangunan Nasional yang mencakup, pembangunan di segala bidang, baik fisik dan non fisik, maupun mental spiritual dalam suatu kesatuan integritas, usaha yang menyeluruh terpadu, dan berkoordinasi dengan memperhatikan batas-batas kepribadian nasional”

Mengingat potensi desa yang memegang peranan sangat penting dalam mewujudkan Budaya Pancasila di seluruh nusantara, maka pembangunan desa haruslah dipandang sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Pembangunan desa bukan hanya menyangkut pembangunan fisik material tapi juga spiritual yang diharapkan langsung menyentuh sebagian besar rakyat yang berada di daerah pedesaan, Menurut Daeng Sudirwo  pembangunan desa adalah :
“
Pembangunan desa adalah proses perubahan yang terus menerus dan berkesinambungan yang diselenggarakan oleh masyarakat bersama pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan bathin, matril dan spiritual berdasarkan Pancasila serta berlangsung di desa“ 

Pembangunan desa akan dilaksanakan secara lebih terpadu bertujuan untuk menggairahkan masyarakat dan pembangunan berdasarkan kemampuan dan kekuatannya sendiri melalui prakarsa dan swadaya masyarakat desa, pembangunan desa diarahkan pada peningkatan perluasan kerja, pembinaan dan pengembangan lingkungan pedesaan dan peningkatan kemampuan penduduk, pemanfaatan sumber alam secara optimal dan menanggulangi masalah yang mendesak di desa. Masih banyak masalah yang harus dipecahkan terutama dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan desa terjadi dikarenakan para aparatur desa belum bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya, dan kurangnya koordinasi antara pemerintah desa, dengan pemerintah yang berwenang diatasnya yaitu camat.
Dengan demikian, kepemimpinan camat sangat berperan, yakni untuk memberikan bimbingan dan petunjuk kepada aparatur pemerintah desa dalam berbagai hal yang menyangkut penyelenggaraan pemerintah, dan pembangunan desa. Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota yang melakukan koordinasi, sinkronisasi dan seluruh instansi pemerintah yang  ada dilingkungan wilayah agar seluruh aparat dapat bekerja secara maksimal sesuai dengan fungsinya, selain itu juga diperlukan pembagian kerja dan tugas secara jelas dari atasan kepada bawahan, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintah desa dapat berjalan dengan berdaya guna dan berhasil guna.
Dari beberapa uraian tersebut diataslah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan dituangkan dalam bentuk jurnal dengan judul : “ORIENTASI TUGAS DAN FUNGSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA KAITANNYA DENGAN HUKUM TATA PEMERINTAHAN DI KECAMATAN SAMARINDA UTARA”.
B. Perumusan dan Pembatasan Masalah
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang dirumuskan  adalah sebagai berikut :
a. Bagaimana tugas camat dalam melakukan pelaksanaan pembangunan desa  di kecamatan Samarinda Utara?
b. Bagaimana fungsi camat dalam pelaksanaan pembangunan desa di kecamatan Samarinda Utara ?
C. Maksud dan Tujuan Penelitian
Setiap penelitian yang dilakukan selalu didasarkan pada metode tertentu agar hasil yang diperoleh dapat mengarah pada tugas yang diharapkan, sehingga fakta dan data yang diperoleh tidak sia-sia, Fakta dan data yang dimaksud sebagai bahan analisa hasil yang mempunyai mutu yang diharapkan.
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk dapat mengetahui bagaimana tugas dan fungsi camat;
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemerintahan di desa;
3. untuk mengetahui maslah yang timbul dan menjadi hambatan dalam    Praktek pelaksanaan pembangunan.
a. Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan Teoritis
a) Untuk mendapat manfaat yang positif guna mengembangkan teori lebih lanjut;
b) Agar hasil penelitian ini bermanfaat bagai siapa pun juga sebagai penambahan pengetahuan dan wawasan;
c) Sebagai aplikasi ilmu yang diperoleh dari meja belajar dengan gejala yang timbul dalam masyarakat.
2. Kegunaan Praktis
a) Memberikan informasi sebagai bahan masukan kepada Penyelenggaraan pemerintahan tentang peningkatan kualitas Penyelenggaraan pemerintahan desa Kecamatan Samarinda Utara; dan
b) Bagi masyarakat diharapkan memperoleh pengetahuan tentang proses penyelenggaraan pemerintah desa dengan baik dan benar.
D. Metode dan Teknik Penelitian
Adapun penelitian sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum terutama dengan jalan  mengadakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul pada gejala yang bersangkutan.
Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:
a. Metode Penelitian Yuridis Normatif
Dalam penelitian ini penulis mengelompokkan data yang  ada dalam dua bagian yaitu :
1. Data Primer
Data ini merupakan data utama yang diperoleh berdasarkan penelitian lapangan.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data pelengkap dari data primer yang ada, yang diperoleh penulis dari berbagai buku-buku, undang-undang, literatur dan peraturan lainnya yang  ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.
b. Metode Penelitian Yuridis Empiris
Penulis membagi teknik pengumpulan data dalam dua teknik penelitian, yaitu :
1. Penelitian kepustakaan, yaitu mempelajari Buku-Buku, Undang-Undang, literatur dan peraturan lainnya yang erat hubungannya dengan obyek penelitian yang dilakukan;
2. Penelitian Lapangan, dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan berupa wawancara dengan pejabat yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, agar mendapat jawaban yang sangat menunjang penelitian ini.
c. Analisa Data
Analisa data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menganalisa secara deskriptif analisis, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek, penyelidikan pada saat sekarang berdasarkan fakta  atau sebagaimana adanya.
B A B II KERANGKA TEORITIS
A. Tugas dan Fungsi Camat

Camat merupakan perangkat Kabupaten, merupakan pelaksana penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, Hal ini diatur dalam Peraturan daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.
`
Dalam peraturan daerah tersebut tugas dan fungsi Camat adalah sebagai berikut:
1. Tugas dan Fungsi camat
Tugas pokok camat adalah:
Penyelenggara Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan.
Fungsi Camat adalah:
a. Penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan;
b. Pembina pemerintah desa/Kelurahan;
c. Pembinaan ketentraman dan Ketertiban wilayah;
d. Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian produksi dan distribusi serta pembinaan sosial;
e. Menyusun program kerja pembinaan administrasi ketatausahaan rumah tangga dan keuangan; dan
f. Pembina dan bimbingan kelompok jabatan fungsional.
Sedangkan  menurut Buchri Zainun,  fungsi camat adalah sebagai berikut : 
“Fungsi camat di wilayah Kabupaten selain  sebagai kepala terhadap bawahannya di kantor camat lebih banyak berperan menjalankan fungsi pengawasan umum dan koordinasi terhadap kepala desa dan terhadap instansi atau pejabat lainnya yang beroperasi di wilayah kecamatan”

Dari penjabaran fungsi Camat diatas dapat disimpulkan bahwa camat selaku administrator pemerintah mempunyai fungsi kunci administrasi dan manajemen, pemerintahan berupa fungsi, kebijaksanaan, kepemimpinan, pengawasan dan koordinasi.
Untuk mencapai peningkatan kualitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibutuhkan adanya kepemimpinan Camat untuk mengadakan pengawasan, pengarahan dan bimbingan serta melakukan evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan desa, dengan adanya keterpaduan di antara keduanya, diharapkan dapat terciptanya penyelenggaraan pemerintah desa yang baik seperti hal yang di kemukan olehHandayani Nawawi, yaitu :
“Pelaksanaan kegiatan kepimpinan dapat diwujudkan dalam kegiatan administrasi yang meliputi manajeman yang bersifat khusus, dengan kata lain kepimpinan dibutuhkan sejak kegiatan perencanaan sampai dengan pengontrolan dan komunikasi, Kepimpinan juga harus diwujudkan dalam bidang ketatausahaan, pembekalan, keuangan, sampai dengan kebutuhan masyarakat, Selanjutnya kepimpinan juga harus dikembangkan juga dalam tata laksana pemanfatan tenaga kerja sebagai input untuk mencapai hasil yang sebesar-besarnya sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai”

Menurut Sowignyo, dalam bukunya administrasi pemerintahan desa adalah sebagai berikut : “Disamping itu efektifitas penyelenggara tergantung pula kepimpinan dan kemauan pemerintah desa”
, dengan demikian dalam penyelenggaraan rumah tangga desa akan dapat dikatakan efektif apabila segenap unsur dalam organisasi pemerintah desa itu bekerja secara optimal tentunya dengan bimbingan dan pemberian petunjuk dari camat. Kepimpinan camat merupakan alat untuk mencapai tujuan yang dikehendaki sesuai aturan yang berlaku, dalam hal ini untuk mencapai peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintah desa dimana pernyataan itu sesuai dengan yang ditulis oleh  Wahyosomijo  sebagai berikut :
“Kepimpinan sebagai sarana pencapaian tujuan dalam hubungan ini pimpinan merupakan seorang yang mewakili suatu program dan berlaku secara bersama dengan anggota kelompok dengan mempergunakan tata cara tertentu, sehingga kepimpinan mempunyai peran sebagai kekuatan dinamik yang,yang mendorong memotivasi dan mengkoordinasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan”

Dari uraian tersebut diatas jelas bahwa tujuan yang akan dicapai adalah sebagai peningkatan kualitas dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah desa antara lain : dengan pentingnya peranan kepimpinan dalam usaha mencapai tujuan sehingga dapat dikatakan sukses atau setidaknya kegagalan yang dialami sebagian ditentukan oleh kualitas pimpinan yang dimiliki oleh orang-orang yang diserahi tugas memimpin dalam suatu organisasi. Usaha untuk peningkatan kualitas penyelenggara pemerintah desa tersebut sangat ditentukan oleh kepimpinan camat selaku kepala kecamatan walaupun yang utama adalah aparatur pemerintahan itu sendiri.
B. Pemerintahan Desa
Di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah sangat banyak dan kompleks, yang meliputi berbagai macam hal yang saling berkaitan dan sangat mendukung, Namun dalam pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundangan yang dijadikan pedoman dan tuntutan di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri.
     Menurut Daeng Sawignyo menyatakan desa adalah sebagai berikut:  
“Proses penyelenggaraan dan pencatatan serta pelaporan kegiatan pemerintahan perkantoran desa, keuangan desa, kependudukan, pertahanan dan keamanan, ketertiban desa”
Selain penyelenggaraan pemerintah desa yang baik juga dilakukan penyelenggaraan pembangunan desa, karena pembangunan desa itu sendiri mempunyai tujuan yaitu untuk menggairahkan masyarakat dalam pembangunan berdasarkan kemampuan dan kekuatan sendiri melalui prakarsa dan swadaya masyarakat desa. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, telah memberikan angin baru untuk kehidupan pemerintahan di Indonesia yang Reformatif, Trasparan dan forpesionalisme dalam mengelola proses pemerintahan dan pembangunan, Bahkan telah memberikan harapan akan jaminan untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah yang optimal dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, hal tersebut dikarenakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 secara jelas dan tegas memberikan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang juga mengatur mengenai desa, menegakkan desa dan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakaui dalam sistem pemerintahan nasional yang berada dalam kabupaten, dengan pengertian tersebut sangat jelas bahwa undang-undang ini memberikan dasar menuju Self Governing YaituSuatu komunitas yang mengatur diri sendiri dengan pemahaman, bahwa desa mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan pemahaman yang seimbang terhadap pelaksanaan otonomi daerah, dengan otonomi daerah, Selanjutnya dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa landasan pemikiran pemerintah desa adalah :
1. Keanekaragaman 
Memiliki makna istilah desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat seperti kampung, desa lempo, akan menghargai dan menghormati sistem nilai bernegara.
2. Partisipasi
Memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat merasa bersama-sama dengan warga desa.
3. Otonomi Asli
Memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada dasar asal usul dan nilai budaya mereka setempat, namun harus diselenggarakan dalam porsepektif administrasi pemerintah modern.
4. Demokratisasi
Memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulsai dan diagregasi melalui badan permusyawaratan desa.
5. Pemberdayaan Masyarakat
Memiliki makna penyelenggaraan pemerintah desa diabadikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan program dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur hal yang mendasar mengenai pembentukan penghapusan dan atau penggabungan desa, susunan organisasi pemerintah desa, Badan permusyawaratan desa yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan dalam hal penetapan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa. Dengan dipertegaskan desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan sosial budaya masyarakat setempat, berarti terbuka peluang untuk tumbuh dan berkembangnya lembaga kemasyarakatan dimaksud merupakan mitra dari pemerintah desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
C. Dasar Hukum Pemerintahan Desa
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip Demokrasi, pemerataan, keadilan dan keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem  negara kesatuan Republik Indonesia, Dalam pemerintahan daerah kabupaten/Kota dibentuk pemerintah desa yang terdiri pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.
Undang-Undang lain mengakui otonomi yang dimiliki desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepala desa melalui pemerintahan desa diberikan penugasan ataupun dari pemerintah ataupun, pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu, Sebagai perwujudan Demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintah desa dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintah desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan badan desa, serta keputusan kepala desa, di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa, Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau walikota melalui camat, Kepala badan Permusyawaratan Desa, Kepala desa wajib memberikan keterangan laporan  pertanggung jawaban, namun harus tetap memberi peluang kepada masyarakat melalui badan permusyawaratan desa, untuk menanyakan dan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban tersebut.
Adapun pengaturan lebih lanjut mengenai desa, seperti pembentukan, penghapusan, penggabungan, perangkat desa, keuangan desa, pembangunan desa dan lain sebagainya dilakukan oleh kabupaten kota yang ditetapkan dalam peraturan daerah yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, pembagian wilayah administrasi pemerintahan di Indonesia berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, beserta penjelasannya menegaskan bahwa, pembagian wilayah di Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan  susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah Provinsi, dan daerah Provinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil, dengan mengingat dasar  permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan asal-usul daerah yang bersifat istimewa. Pembagian tugas pemerintahan dimaksud untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum, tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar bagi pembangunan daerah dan desa. Tugas pembantuan diberikan oleh pemerintah kepada daerah dan meliputi bagian tugas bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, moneter dan fiskal, agama dan kewenangan di bidang lainnya yakni kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro, dan perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dalam standarisasi nasional
. Dengan tugas pembantuan yang diberikan oleh Provinsi sebagai daerah otonom kepada desa, meliputi sebagian tugas dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh daerah Kabupaten dan kota, sedang sebagian wilayah administrasi mencakup sebagian tugas dalam bidang pemerintahan di limpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahan.
Tugas pemerintahan yang diberikan oleh Kabupaten kepada desa mencakup sebagian tugas yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten meliputi pekerjaan umum, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, Koperasi dan tenaga kerja. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Bab II tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa :
Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terjadi karena pembentukan baru diluar desa yang telah ada atau sebagai akibat pemekaran dan atau penataan desa, desa yang kondisi masyarakat dan wilayah tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung.
Dalam Bab II tentang kewenangan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 disebutkan bahwa :
kewenangan yang sudah ada  berdasarkan asal usul desa, kewenangan yang oleh peraturan perundangan yang berlaku dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah dan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi atau pemerintah kabupaten
Dalam bab IV tentang bentuk dan susunan pemerintahan desa Pasal 7 di sebutkan, bahwa :
Di desa pemerintah desa dan Badan pengawasan desa yang menyelenggarakan pemerintah desa, pemerintah desa terdiri dari Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa
Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat terdiri dari atas :
1. Untuk pelaksana seperti sekretaris desa dan tata usaha
2. Unsur pelaksanaan teknis lapangan
3. Unsur pembantu Kepala desa di wilayah bagian desa seperti kepala dusun
Nama dan jumlah unsur perangkat desa sebagaimana dimaksud pula ayat 3, disesuaikan dengan kebutuhan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dengan ketentuan seperti di desa dibentuk pemerintah desa yang terdiri atas kepal desa atau disebut dengan nama lain dan perangkat desa, merupakan bagian dari pemerintah desa, Hubungan kepala desa tidak lagi di lakukan oleh LMD Tapi sepenuhnya dilakukan oleh BPD  Yang dipilih oleh penduduk desa.
Dalam upaya memberdayakan masyarakat di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan  di desa tersebut merupakan mitra pemerintah desa dalam aspek perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.
Susunan organisasi kemasyarakatan terdiri dari :
1. Ketua sebagai pimpinan dan penanggung jawab;
2. Sekretaris sebagai pembantu pimpinan dan penyelenggara administrasi;
3. Bendahara sebagai pelaksana administrasi keuangan;
4. Ketua seksi sebagai pembantu pimpinan dan pelaksana.
Susunan pengurus lembaga kemasyarakatan disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dalam peraturan desa, syarat anggota pengurus lembaga di desa terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat, antara lain pemuka adat, agama, pendidikan / cendikiawan, pemuda dan wanita serta unsur lain dalam masyarakat dengan syarat sebagai berikut:
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
4. Sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal yang tetap;
5. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun desa.
Lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintah desa selanjutnya disebut sebagai lembaga adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang terbentuk secara wajar telah tumbuh dan berkembang dalam sejarah masyarakat hukum adat tertentu, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama, pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat istiadat, dalam lembaga adat dapat lestari dan makin kukuh, sehingga hal itu berperan positif dalam pembangunan nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan kemajuan dan perkembangan jaman sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama.
Pelestarian adalah upaya menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai etika moral dan adat yang merupakan inti adat istiadat masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama., Pemberdayaan dan pelestarian adat istiadat dan lembaga adat dalam pelaksanaan pemerintahan desa dilaksanakan bersama oleh :
a. Bupati;
b. Camat;
c. Kepala Desa;
d. Organisasi kemasyarakatan.
Dalam melakukan pemberdayaan dan pelestarian adat istiadat, lembaga harus mendorong sikap yang demokratis adil dan obyektif dan mendidik di kalangan aparat pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan, Maksud dilakukannya pemberdayaan dan pelestarian adat istiadat dan lembaga adat adalah untuk meningkatkan peranan nilai adat istiadat dan lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintah desa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan, dan meningkatkan ketahanan nasional serta turut serta mendorong upaya mensejahterakan masyatakat setempat, tujuan pemberdayaan serta pelestarian adat istiadat dan lembaga adat dalam pemerintahan desa adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia dan membentuk suatu organisasi masyarakat yang bertumbuh dan berkembang agar lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk menunjang kelancaran pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
Lembaga Adat mempunyai tugas, sebagai berikut:
1. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Memberdayakan, melestarikan adat istiadat dalam penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberdayakan masyarakat dan menunjang penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
3. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara pimpinan dan pemuka adat dengan aparat pemerintah di daerah.
Jika ada perbedaan pendapat antara lembaga adat dengan aparat pemerintah di daerah, perbedaan itu diselesaikan dengan cara musyawarah/mufakat, Apabila tidak berhasil maka permasalahannya diselesaikan melalui pejabat yang berwenang.
D. Otonomi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, yang di antaranya menyebutkan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Sedangkan landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, pertisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat, Sebagai wujud pengembangan demokrasi maka dalam Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diatur mengenai kedudukan Badan Permusyawaratan desa, yang berperan menentapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Perangkat desa terdiri dari :
1. Unsur staf, yaitu unsur pelayanan seperti sekretaris desa dan atau tata usaha;
2. Unsur pelaksanaan lapangan seperti urusan pamong Tani dan urusan keuangan;
Unsur wilayah, yaitu unsur pembantu desa di wilayah bagian desa seperti kepala dusun.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Tugas Camat dalam Melaksanakan Pembangunan diKecamatan Samarinda Utara
Kepimpinan dalam kehidupan bermasyarakat mempunyai kedudukan dan peranan yang strategis, dan juga merupakan suatu gejala sosial yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, yang mana antara dua orang atau lebih terjadi interaksi yang pada akhirnya menimbulkan orang yang memimpin dan yang dipimpin Dan dengan pendekatan prilaku serta berlandaskan pemikiran keberhasilan atau kegagalan pemimpin ditentukan  pula oleh gaya bersikap dan bertindak seorang pimpinan yang bersangkutan, Gaya bersikap dan bertanggung jawab  menjadi tanggung jawabnya.
Demikian juga halnya Seorang Camat selaku pemimpin tunggal dalam wilayah dalam melakukan aktivitasnya tak terlepas dari gaya dan sikap yang dimiliki di dalam menjalankan tugasnya, khususnya pada fungsi pembinaan yang dilakukan terhadap aparatur pemerintahan, pembinaan oleh camat kepada aparatur pemerintah adalah menyangkut berbagai segi sebab aparat merupakan aparat yang dapat mendorong dan menyokong keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan, disamping itu juga aparat merupakan penyalur aspirasi dalam masyarakat dalam pembangunan yang mempunyai keinginan maju, dimana keinginan itu perlu direalisasikan.  

Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang camat, yaitu :
a. Pembinaan Camat kepada aparatur pemerintah
Menyadari bahwa Camat sebagai pemimpin wilayah atau wakil pemerintah  pada wilayah dalam melakukan aktivitasnya sebagai seorang pimpinan akan berhubungan dengan aparat pemerintahannya maupun aparat desa,Dalam hal ini Camat harus mampu memberikan pembinaan tindakan kepada aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugasnya, Sehingga akan dapat sejalan dengan tujuan pembangunan itu sendiri  secara bersama-sama dan mengetahui sejauh mana kemampuan dari aparatur pemerintahan di dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya. 
Untuk mengetahui seorang camat selalu melakukan pembinaan kepada aparatur pemerintah di dalam pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:
TABEL I
TINDAKAAN PEMBERIAN PEMBINAAN  CAMAT
	No.
	Keterangan
	Frekuensi
	Persentase

	1.
	Selalu menerapkan pembinaan
	55
	73,33 %

	2.
	Menerapkan Pembinaan
	20
	26.67 %

	3.
	Kadang menerapakan  Pembinaan
	0
	0 %

	4.
	Tidak pernah menerapkan
	0
	0 %

	5.
	Pembinaan
	0
	0 %

	Jumlah
	75
	100 %


Berdasarkan tabel diatas, dapat dikatakan bahwa camat telah menerapkan tindakan pembinaan kepada aparatDi dalam menjalan tugas dan pekerjaannya, Pertanyaan tersebut dapat dilihat berdasarkan tanggapan yang diberikan kepada responden yakni 55 responden (73,33%), menyatakan bahwa camat selalu melakukan pembinaan di dalam pelaksanaan pekerjaan dan 20 responden (26.67 %), menyatakan camat melakukan tindakan pembinaan kepada aparat desa dalam menjalankan dan menyelesaikan tugasnya
Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pemimpinCamat memang semestinya harus menerapkan tindakan pembinaan kepada aparat pemerintah guna mendapatkan hasil pekerjaan yang maksimal, Untuk mengetahui sejauh mana manfaat yang didapat oleh aparat pemerintah dengan  adanya pembinaan yang diberikan oleh camat, dapat diketahui melalui tabel berikut :
TABEL II
MANFAAT ADANYA PEMBINAAN CAMAT KEPADA APARATUR PEMERINTAH
	No.
	Keterangan
	Frekuensi
	Persentase

	1.
	Bermanfaat Sekali
	52
	69,33%

	2.
	Bermanfaat
	23
	30,67%

	3.
	Kurang beermanfaat
	0
	0 %

	Jumlah
	75
	100%


Dari tabel diatas dapat diketahui sebanyak 52 responden (69,33%) menyatakan bahwa pembinaan yang dilakukan camat bermanfaat sekali bagi peningkatan hasil pekerjaan dan 23 responden (30,67 %) adanya manfaat dengan adanya tindakan pembinaan yang dilakukan oleh camat, dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindakan pembinaan yang dilakukan camat bermanfaat sekali bagai aparatur pemerintahan.
Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana penyampaian penyerapan dan pemahaman dari aparat pemerintah dengan pembinaan yang ada dapat dilihat pada tabel berikut: 
TABEL III
PENYERAPAN DAN PEMAHAMAN
	No.
	Keterangan
	Frekuensi
	Persentase

	1.
	Kadang- Kadang
	54
	72 %

	2.
	Tidak Pernah
	21
	28 %

	Jumlah
	75
	100%


Dari uraian diatas dapat diketahui  bahwa sebanyak 54 responden               ( 72,00% ) menyatakan camat selalu membantu memecahkan masalah pekerjaan yang dihadapi oleh aparat dari sebanyak 21 responden.
b. Koordinasi Camat Dengan Pemerintah Daerah di Kecamatan Samarinda Utara
Di dalam proses pembangunan agar desa berjalan dengan lancar dan mencapai target yang ditentukan sudah barang tentu dibutuhkan adanya koordinasi antara Camat dan aparat desa, dengan adanya koordinasi dengan baik, tentu akan dapat diketahui kelemahan, kekurangan dan kesulitan yang terjadi di tingkat desa dalam mewujudkan koordinasi yang mantap dan lancar, tentunya dalam mengemukakan pendapat dari para aparat desa, dengan demikian pimpinan akan dapat mengetahui kesulitan yang dialami dan diharapkan dengan adanya koordinasi dapat membantu aparat desa menghadapi kesulitan kesulitan tersebut.
Dan untuk mengetahui apakah camat juga melakukan koordinasi dn sejauh mana kemanfaatan yang diperoleh aparat desa dapat dilihat dalam penyajian tabel berikut :
TABEL IV
MANFAAT ADANYA PERTEMUAN
	No.
	Keterangan
	Frekuensi
	Persentase

	1.
	Sangat bermanfaat
	48
	64 %

	2.
	Bermanfaat sekali
	27
	36%

	Jumlah
	75
	100%


Dari data yang terdapat pada tabel diatas, diketahui bahwa pertemuan dan koordinasi yang diselenggarakan oleh camat sangat bermanfaat sekali bagi para aparatur pemerintahan desa di dalam menunjang keberhasilan dari pekerjaan, Hal ini dapat diketahui dari tanggapan yang diberikan responden yakni 48 responden (64%), menyatakan pertemuan dan koordinasi yang diadakan sangat bermanfaat, sedangkan 27 responden (9,36 % ), menyatakan bahwa pertemuan yang diadakan bermanfaat, dengan demikian dapat dikatakan bahwa pertemuan dan koordinasi yang diadakan sangat bermanfaat bagi aparat desa di dalam mendukung tercapainya hasil pekerjaan yang maksimal.
Selanjutnya untuk mengetahui frekwensi kehadiran aparatur desa dalam pertemuan yang diselenggarakan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
TABELV
FREKUENSI KEHADIRAN APARAT DESA DALAM PERTEMUAN
	No.
	Keterangan
	Frekuensi
	Persentase

	1.
	Selalu Hadir
	48
	64 %

	2.
	Sering Hadir
	27
	36 %

	3.
	Kadang Hadir
	0
	0 %

	Jumlah
	75
	100 %


Dari tabel di atas data diketahui bahwa sebanyak 48 responden (64%) menyatakan aparat desa selalu hadir dalam pertemuan yang diadakan, 27 responden (36%) menyatakan aparat sering hadir dalam pertemuan yang diadakan, Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa aparat desa selalu hadir dalam pertemuan yang diselenggarakan kecamatan guna membahas masalah pekerjaan yang perlu mendapat penyelesaian secara bersama-sama.
B. Fungsi Camat dalam Menunjang Pembangunan Desa di Kecamatan Samarinda Utara
Setelah melakukan tindakan pembinaan dan koordinasi untuk menunjang terwujudnya pembangunan desa dengan lancar, seyogianya melakukan tindakan pengawasan terhadap aparat desa di dalam menjalankan fungsinya sebagai kepala wilayah kecamatan untuk mengetahui kelemahan ataupun penyimpangan yang terjadi., dengan demikian akan dapat dicari pemecahannya dengan segera dan tidak berlarut-larut, dengan pengawasan sesuai sistem dan prosedur yang telah dilakukan, Untuk itu diharapkan akan dapat dicapai dan diwujudkan pembangunan desa seperti yang diharapkan, Selanjutnya untuk mengetahui frekuenasi pengawasan yang dilakukan oleh Camat terhadap aparat desa dalam menjalankan pekerjaannya dan tingkat ke obyektipan yang dilakukan oleh camat di dalam melakukan pengawasan akan dapat dilihat melalui tabel berikut ini :
TABEL VI
FREKUENSI TINDAKAN KOREKSI PEKERJAAN OLEH CAMAT
	No.
	Keterangan
	Frekuensi
	Persentase

	1.
	Sangat sering
	38
	50,67%

	2.
	Sering
	37
	49,32 %

	3.
	Kadang-kadang
	0
	0 %

	Jumlah
	75
	100% 


Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa camat sering hadir dalam melakukan pengawasan, hal ini diketahui melalui tanggapan responden yang diberikan yakni, 38 responden (50,67 %) menyatakan ,Camat selalu hadir dalam melakukan pengawasan yang di jadwalkan, sedangkan 37 responden 949,32%) menyatakan camat sering hadir dalam memberikan atau melakukan pengawasan kepada aparatur pemerintah desa.
 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa camat sering melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan desa Setelah melakukan fungsinya camat sebagai perangkat daerah Kabupaten sudah sewajarnyalah melakukan kegiatan memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap aparat desa dengan proses pembinaan yang menyangkut keberhasilan pemerintah desa di dalam menyelenggarakan administrasi pemerintah desa, maka dalam proses tersebut materi yang diberikan oleh camat harus dapat dipahami oleh aparat desa, sebab hal ini sangat penting karena terkait erat dengan proses peningkatan kualitas dengan penyelenggaraan adaminstrasi pemerintah desa dengan memahami bimbingan dan pengarahan yang diberikan oleh camat harapannya adalah hasil pekerjaan akan dapat diselesaikan sesuai dengan target dan kualitas yang telah ditentukan.
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Tugas Pokok Camat adalah :
a. Menyelenggarakan pemerintahan kecamatan yang meliputi mempelajari dan menjabarkan peraturan perundangan yang berlaku, merumuskan saran dan kebijaksanaan teknis operasional, mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dengan dinas dan instansi terkait, mengambil keputusan sesuai dengan kewenangan, membina tugas-tugas  pemerintahan kepada kepala desa, membina administrasi ketatausahan rumah tangga dan keuangan kecamatan, menilai prestasi kerja bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang berlaku dan melaporkan hasil kerja kepada bupati/Walikota.
b. Menyelenggarakan pembangunan meliputi perencanaan program kegiatan pembangunan, membina pelaksanaan pembangunan perekonomian, produksi dan distribusi sosial dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan pembangunan.
c. Pembinaan kehidupan masyarakat meliputi pemberian pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, penyusunan program pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan dan kewanitaan dan oleh raga dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Aktifitas Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Samarinda Utara
Bidang pemerintahan adalah mengadakan rapat koordinasi dengan kepala dinas/instansi dan kepala desa beserta seketaris desa. Bidang pembangunan adalah bidang pembangunan melaksanakan semua sektor dengan keseimbangan dana yang ada. Bidang kesejahteraan masyarakat adalah memberikan bantuan kepada masyarakat yang tertimpa bencana alam. Administrasi kependudukan yaitumelaksanakan sistem sampling sensus secara berkala lima tahun sekali dan registrasi secara intensif termasuk  pembuatan KTP. Bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban adalah dengan membentuk sistem keamanan kemanunggalan TNI, Polri dan rakyat
B. Saran - saran
1. Keberhasilan dalam melaksanakan peningkatan kualitas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah desa tidak terlepas dari kemampuan dan keterampilan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kemampuan dan keterampilan serta sikap maupun prilaku merupakan modal dasar untuk mengembangkan potensi yang ada baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.
2. Oleh karena dalam proses penyelenggaraan administrasi desa yang berawal dari bawah semakin perlu ditingkatkan dan mendapat perhatian dari pihak yang terkait, sebab dengan melihat sumber daya yang dimiliki kecamatan Samarinda Utara mampu untuk melakukan dan merealisasikannya. Dan camat sebagai pemimpin serta sebagai wakil pemerintah yang juga sebagai pembinaan aparatur pemerintah desa diharapkan semakin meningkatkan pemberian bimbingan serta pengawasan dalam melaksanakan aktivitasnya agar dapat memotivasi kerja aparat desa yang lebih baik dan dapat dipertahankan bila mungkin dapat ditingkatkan serta dipelihara sehingga dalam proses pembangunan di desa disegala bidang dapat terlaksana dengan lancar.
DAFTAR PUSTAKA
[1] Ali Mufis, 2000,Pengantar Administrasi Negara,Departemen Pendidikan


dan Kebudayaan UI, Jakarta.
[2] Buhri Zainudin, 2003,Hukum Administrasi dan Manajemen Pemerintahan,


PT. Garafika, Jakarta.
[3] Daeng Sudirwo, 2000,Pokok Pemerintah Daerah, PT. Angkasa, Jakarta.
[4] Handayani Nawawi, 2000,Admintrasi Pendidikan, PT. Gunung Agung,


Jakarta.
[5] R. Bintoro, 2000,Interaksi Desa, Kota dan Permasalahannya, PT.Grafika,


Jakarta.
�	R.Bintoro,2000, Interaksi Desa, Kota dan Permasalahannya, Grafika Indonesia, Jakarta.


�	Daeng Sudiro, 2004, Pokok Pokok Pemerintah desa, Angkasa, Bandung.


�	Buchri Zainun, 2003, Administrasi dan Manajeman Pemerintahan, PT. Garafika, Jakarta, Hlm. 9


�Handayani Nawawi, 2004,Adminitrasi Pendidikan,PT. Gunung Agung, Jakarta, Hlm. 12





�	Sowignyo, 2003,  Adminitrasi Pembangunan Desa,PT Gramedia, Jakarta, Hlm. 8


�	Wahyosumijo, 2004, Hukum Tata Pemerintahan, Gramedia, Jakarta, Hlm. 7


� Buhri Zainudin, 2003, Administrasi Pemerintah Desa, PT. Gafindo, Jakarta,Hlm. 12


�	Daeng Sudiro, 2000, Perangkat Pememintah Desa I, Gramedia, Jakarta, Hlm. 11 


�	R.Bintoro,2003 Interaksi Desa dan Kota dalam Pembangunan, PT. Grafika, Jakarta, Hlm. 8





